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ANALISIS HUKUM TERHADAP ASURANST KENDARAAN
BERMOTOR BAGI PEMILIK KENDARAAN
SEBAGAI TERTANGGUNG

Nurhaedah
Unlversitas Muslim Indonesis

Abstrak

Asuransi keadarman Bermotor merupakan asuransi khusas
schagai pertanggungan atw aswransi apabils kendarass itu
mendapat kecehkann dan atau  hilang schingga memberikan
Jaminan  kepacdh appotn masyorakat yang tertimpa  musibah
kevelaksan lalu Fnlas di lusr kesalahannya sendini karesa pengguna
kendaman pribadi yang ditampanginys, hiling atas CAGMnyA
kendaman ndalah merupakan st peristiwa yang tidok disengajn
aawpun tidek dissngka-sangka terisdi, Pengaturan assansi dalam
KUHD mengutamakan segi keperdatasn yang didnsarkan pada
perjanjian ascarn tertanggung desgan  penanggeng.  Perjanjion
tersebut  menimbulkan  kewsjibsas das hak  tertanggung  dan
penanggung swcara Gmbal balik, Secbagal periamjion  kKhusas,
usurunsi dibeat secara tertulis cafam akma yang disebul pols
asuransi. KUHD akan pengatluran aswonsi dori segi
keperdatnan, sedangkan Undang-Undamg No 40 Tahun 2014
tentong Persuransian meagutamakan pengatursn asuransi Jdari segi
bisnis dan publik administrtif, Pesgaluran lebib fanjut kepada
Onoritas Jasa Kevangan dalam Bal pengaluran dan pengawasan
sehagal wpayn pelindumgan konsumen jisa persswwansian untuk

penyelenggarsan,  pengateesn.  diem pengawasan  industri
perasuransian.
L PENDAHULUAN schagai rana untuk

Isdanesia sebagai  sakih

menghubungkan  aotama  tempat

salu negara yomg sedng yang =ata dengan tempat yang
berkembang, yang scdwng gal- lsinnya  yang  memsberikan
gialnys melsksanskan efektifitns  terhadap  akrivios
pembangunan  di segala badng masyarakar, hal ini dapar dilihae
ang dilaksanakan eean pada Peningkatan Jumlzh

perkesinambungan baik di dacrah

kendoman Bersdtor yang sus

muepess di pusat,  untuk tecjodl, dan dats dari Gabungan
menujodkan masyarakat yang adil Industri  Kendaman  Bermolor
dan  makmur. Di &g lain Indonesia (Gaikiada) dan Asosiass
pembanguean  tidak  luput dari Industri Sepedn Motor Indonesia
berzagei  resike  yang  dapa (AISI)  menunjukkan  terdapat
menggaegu  hasil  pembamgunan peamdalun  B]  juta  unit
yang  wlah  dicapai  setags kendarann pode tahun 2010 yang
penunjang pelaksanann tenlini dari 7,4 juta kendorass rods
pembangunan, dibutuhkss mods dua dan 764,7 ribu kendaraan roda

Iractspoetasi  ynag  memamadal
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empat darl berbagai tipe. Schinggn



populasi  Kendarsan pads  taban
2010 schesar 788 jum  unit
Jumbh kesdwraan di Indomesia
dalam beberapa tabun terakhir
terus bertumbeh secarn signifikan.
Data Organisation Irieraationme
des Constructenrs d Awtomobiles
(OICA) menunjukkan pada tabun
2000, produksi kendaraan  roda
empat i Indonesia  menlngka
sehesar 51,1 % dibending tohun
sebelumnya Koexdisi ini
menempatkan  Indonesin  dalam
posisi Kedua  setelah  Thailand
dalam hal preduksi kendaraon rods
empat di kawasan Asia Oceania,
Berdasarkan data diatas
maka peningkatan peran industri
perasuransian  dalam  mendorong
pembengunan  masicnal  legadi
apabila  industrl  perasuransian
dapat lebih mendukung
masyarakat  dalam  menghadapi
risiko yang dibadapi sehari-has
dan padla st mereka memulai dan
menjalanksn  kegintan  ussha
Untuk itu Objek  Asuransl  di
Indonesia hanya dapat
diasuransikan  pada  Perusshsan
Asaransi atau Perusahaan
Asuransi Syanah di Indonesia dan
penutupan Ohjek Asuransi
tersebot  harus  mempearhatikan
optimalisasi kapasitas Perusahann
Asurunsi, Perusahsan  Asuransi
Syariah, perusahaan  reasuransi,
dan perusshasn reasurnnsi syarish
dslam negeri, untuk mengimbang
kebijakan ini, Pemerintah dan/atau
Ororitss Jasa Kenangan melakukan
upaya untuk mendarang
peningkatan kapasitas asuransi don
ressuransi dalam  negeri. Usaha
Perasuransian telah dister dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tabun
2014 sentang  Pernsuransion,
pengaturan pengelolsan kekayaan
dan kewajiban  Perusahann
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Asuransi, Perusahaan  Asurans
Syariah, Perusshaan  Reasuransi,
dan  Perusahzan  Reasusansi
Syariab, okan menentukan besar
atu kecilnya  peran  industs)
perasuransian tersebut. Pengaturan
dalam Undang-Undang ini Juga
mencerminkan  perhatian  dan
Jukungan  besar  bagi upaya
pelindungan  Kensumen jusa
pernsaransian,  upava antisipasi
lingkungan perdagangan jasa yang
lebih  ferbuks  pads  tingkat
regional, dan PENyCassian
terhadap  praktik  terbaik  fben
practices) di tingkat internasional
untuk panyelengparaan,
pengnturan,  dun  pengawassn
industel perasuransian,

Dalam industri
perasaransion, balk sceara nasional
maupun glohal, tenadi
perkembangan  yang pesst yang

dilandai  dengan  meningkatnya
voluise ussha don secara otematis
bertambahnya pemantsatan
layanan jasa perasuransian okh
masyamkat. Layanan Jasa
perasuransian pun semakin
bervariasi sejalan dengan
perkembangan kebutuhan
masyarakat akan kendorasn roda
empat  yang  ditunjang  oleh
pengelolian risiko dan
pengelolaan  investasi  yang

semakin tidak  tespisuhkan, balk
dalam kebidupan pribadi maupun
dalam kegiatan usaha,

Di Indonesia
pengpunaan  hasil-hasil  produksi
teknologi yang tinggi dibidang alnt
wul m Sd&ll. mkipun
vang menikmati hasil produksi
tersebut bary sebhagian goloagan

masynrakat  sanje.  Produksi
Kendarnan rodn empat <l ini
tilak tecbilang  jumbshnya

dischabkan persaingan harga dan

s
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kualitas kendarasa pribodi maupin
Kendaman  amum sebagai alat
angkut - dari  tabun ke tahun
semakin meningkat jumlahnya, hal
ini dopat dilihat pada tingginy
minat masyarakat  terbadap
kepemilikan  kendarman  roda
empat, saloh  satm  fakiomya
karena adanys berbagni macam
fasililas  yang dicawarkan  oleh
perasahann asurang sebagai
benluk kerja sama antam dealer
dengan pibak asuransi. Salah salu
tujuznnyn  adalah menanggulangi
resiko yang terjadi selama jangka
waktu cicilan kendarsan tersebul
Khususnya perusahnan  asuennst
yang berhubangan dengan
kegiatan memberikan jaminan st
tangungan kepada seseorang atau
kepada suatu aset lerlenlu yang
terkena  musibah atau  peristiva
yang belum pasti terjudi.

Usaha untak mengatasi
risiko akibat perssingan jual bell
kendsraan  bermosor  dilakukan
dengan  berbagai macam  cam
antara lain dengan mengadakan
perjanjian asuransi yang
mempunyai  tujuan mengalihkan
scbagian  stau  seluruh  risike
kepada pihak lain yang mampu
mencrima atay dengan menggant
kerugian kepada pembeli  atau
pemakaion  dengan  menggati
kerugion kepads  omang  yang
menghadapi risiko il Dengan
adanys  berbagsi jenis
pertanggUOpAN lau ASANsi yang
memberikan jaminan sosial bagi
anggota masysrakat pengguna.

Asiransi kendarzan
bermoter adalah asuransi kKhusus
sehagai  peranggungan  aau
asyransi  apsbila  kendoraan e
mendopal  kecchakaan dan sau
hilang  s=hingga memberikan
Jaminan kepada anggoea

masynmkat yang tertimpa musibah
keeclakaan  lalu lintas  di buar
kesalshannya  sendiri karesa
pengguna kendaraan pribadl yang
ditumpanginga,  hilang  ataw
cacalnya kendaman adabh
merupakan suale peristive yang
tidak  disengaja  otaupun  tidok
disangka-sangka tegjadi.

Di Indoeesiz poda saal
ini dapat dikatakan balwa Kinera
perasuransian belum
mengpembirakan yang mana dari
pihak pengelola usaha  asursnsi
bejum  memberikan  pelayanan
vang baik, bahkan sering kali
melskukan  penipean  terhadap
konsumen #tan  muncul  Kesan
dipersulit ketika akan menggugat
hak, baik dalam asuransi jiwa
maupun dalam asaransi kerugian.
Sedangkan dari pikak masyararal
industri aswransi kusang diminati,
disamping minimaya pengetahuan
masyarakal 1erhadap asuransi, juga
disebabkan masih  rendahny2
income  per  Kapita  masyarakal,
walpgun  Asuransi  kesrdaraan
bermoter sebagai lembagn jaminan
yang dipercayakan unluk
pemberian jaminan perlindupgan
dirasakan semakin penting, tetapi
masih terdapat anggota masyarakal
yang belum memsabami peranan
asuransi  kendaraan  bermotos
dalam meringankan beban pemilik
kendarman  bermolee,  sehingga
perulis menganggap periu untuk
dilakukan  asalisis lebih lanjul
mengennl “Amalisis  Hukum
Terhadap Asurans Kendaraan
Bermotor  bagi Pemilik
Kendaraan Bermotor”

ILPEMBAHASAN

A. Asaransi pada Umumnya
I. Pengertian Asuransi
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Asuransi atau  dalam
hahasa Belanda "Verzekering ™
yang beranti peranggungan.
Dalam  pasal 246 Kitzb
Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) atau Werhock
Var Koophandle, buhwa:

" Asuransi alau

pertanggungan adalah

sualru perjanjian
dengan mana seorang
penangsung

mengikatkan dirz
dengan scsrorang
tertanggung  dengan
mencrima uang premi
untuk  memberikan

penggantian
Kepadanya karena
sualu kerugian,
Kerusakan atau
Xchilangan

Xeuntungan yang
diharapkan yang
mungkin akan didends
karena sunty peristiwa
tak tenta"”,

Ketentuan ini  berlaku
bagi semua macam
pertanggungan, baik yang ada
dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD)
maupun yang ads di luar Kitab
Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD).

Dalam UU No. 40
Tahun 2014 tentang
Perasuransian, Pasal 1
dejelaskan bahwa:  Dalam
Undang-Undong  ini  yang
dimnksud dengan:

1. Asuransi adalsh peranjion
antara dus pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan
pemegang  polis,  yang
menjadi dasar bagi
penerimaan  premi oleh
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perusshaan asuransi

sebagai imbalan untuk:

a. memberikan
pengeantian  Kepada
teranggung atau
PEMERAng polis
karena kerugian,
kerusakan, biaya
yang timbul,
kehilangan
keuntungan, atay
tanggung Jawab
hukum kepada pihak
Ketiga yang mungkin
diderita  tertanggung
atnu pemegang paolis
karena terjacdinya
suaty peristiva yang
tidak pasti; atau

b. memberikan
pembayaran yang
didasarkan pada
meninggalnyn
tertanggung atau
pembayaran  yang
didosarkan pada
hidupnya tertanggung
dengan manlaal yang
besamya telah
ditctapkan  danfatau
didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.

Terdapat 3 (tiga) unsur
muthk  yang perlu  diperhatikan
dolam Pasal 246 Kitab Undang-
undang Hukum Dagang, vaitu :

1. Adanya Kepentingan

Kepentingan adalah obyek
pertanggengan  dan - merupakan
hak subyektif yang mungkin akan
lenyop atau berkurang  karena
tegjadinya  sustu peristiwa  tak
tlealy  ataw  pasti,.  Unsor
kepentingan adolah unsur yang
mutlok harus ada pads tiap-tiop
pertanggungan, baik poada sant
ditutupnya perinnggungan

b
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mavpun pada  sast tefjadinya
avemen,
. Adanya Peristiwa Tak Tentu

Unsur peristiwa tak tentw
dalam pertanggungan jiwa, yaitu
kematian adslah suatu peristiwa
yung pasti akan tegjadi, dimana
yang tidok ftertentu  adalah
“kapan” kematian itu  akan
menjadi kenyataan. Peristiwa tak
tentu dalam pertanggungan jiwa
beru ada apabila si penangpung
mengikatkon diri untuk
membayar,  kalau  Kematian
datang lebih pendek daripada
Jangka waktu dan kemungkinan
berfangsungnya hidup orang yong
bersangkulan,  Lain  halnya
dengan pertanggungan  kerugian
sebab disana peristiwa itu adalah
sualu  kejadian  yang menurut
pengalaman manusia tidak dapat
diharapkan akan tecjadi.

. Adanya Kerugian

Penggantian  kerugian
diberikan penanggung sebenamya
tidak dapat dikatakan sebagal
suatu ganti rugi, olch karena
orang yang menerima ganti rugi
tidak menerima ganti rugi yang
sungguh-sungguh sesual dengan
kerugian yang dideritanya. Ganti
rugi yang diterimanya sebenarmnya
adalah hasil penemtuan sejumiah
uang tertentu  yang  telah
disepakati pihak-pihak.

Judi pemberian wang olch
penanggung  bukanloh  mumi
merypakan suatu  penggantian
kerugian, oleh Kkarena jiwa
manusia tidak mungkin dinilai
dengon uang. Rumusan definisi
pertanggungan dalam Pasal 246
Kitab Undang-Undang Hukum
dagang (KUHD) bagi segala
macam penanggungan, dengan
demikian berlaku bagi
pertanggungan kerugian maupun
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2'

3

bagi  pertanggungan  sejumia

Uang atau pertan n =
Tujuan  darj A?:r:n:in J::;;
Pertanggungan  (Abdul  kagir
Muhammad  1999:8) adalah
scbagai berikut :
1. Tujuan Ganti Rugi

Ganti  rugi

diberikan  olch pennnsﬁg
kepada tertanggung apabils
lertanggung menderita
kerugian yang dijamin olch
polis, yang berujuan wntuk
mengembalikan  tertangung
dari kebangkrutan schingga ia
masih mampu berdini sepenti
sebelum menderita keruginn.
Judi tertanggung hanva oleh
boleh memperoleh ganti rugi

sebesar kerugian  yang
dideritanya, artinya
tertanggung  tidak  bolch
mencari Xeuntungan
(speklasiy  dari  asuransi.
Bagitu jugn dengan

penanggung, ia tidsk boleh
mencari  keunfungan  atos
interst yang ditonggungnya,
kecunli  memperoleh  basls
jisa atau premi.

Tujuan tertanggung

Adalah schagai berikut ;

a. Untuk  memperoleh  rasa
tentram dan aman dari resiko
vang dihadapinya atas kegiatan
uszhanya atas harta miliknya.

b. Untuk mendorong
keberanionya  mengikatkan
usaha yong lebih besar dengan
resiko yang lebih besar pula,
karena risiko yang bensr Hu
idiambil oleh peranggung.

Tujuan Penangguag

Tujusn penanggung  dibegi 2

yaitu

(dua), yaitu

g, Tujuan  Umum, 3
memperoleh keuntungan selain

menyediskan lapangan kega,
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2pabila penanggung
membatihkan tenagn
pembanig,

b. Tujuan Khusus, adalah :
- Meringankan resiko yang
yang dihadaps  olch pars

pasabzh  ataw para
Lerlangeung dengan
mangambil alhi risiko yang
dibadapi.

< Menciptakan msa tentram
don  aman  dikalangan
nasabahnyn, schingga
lebih berani mengikarkan
usaha yang Jebih besar,
= Mengumpalkan dann
melalei premi vang
terkumpul  sedikit  demi
sedikit dari pan
nassbahnya sehingg
terhimpan dana besar yong
dapat  digunakan  untuk
membiayai pambagian
Bangsa dan Negara,
2. Sifat Asurons
Asumansi atou pertanggungan
di Indonesia sebenamya bernsal dari
Hukum Baraz, baik dalam pengertian
maupun adlam bentuknyn. Asuransi
sebagai bentuk hukum di [ndoeesia
yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdats  yang
mempunyai beberapa sifat schbagai
berikut :
#. Sifar Perjanjian
Semua  asuransi | berupa
penanjian ety (Boyzondére
Over Komst), waite  suptu
pemulakstan antara dua pihak
atau lebib dengan maksud akan
MENGPAT Sudlu wjuan, dimana
seorang  ataa  leblh  beganji
scorang lain ataa lebih
(pasal 1315 Kinb  Undang-
Undang Hukum Perdsta).

LM

b.

Sifat  timbal  ballk  (Weder

Kerige)

C.

Persstujuan asuransi atay
pertanggungan merupakan suatu
persclujuan timbal balik {Hedsr
Kerige Overeen Komst), yang
berarti - bahwa  muasing-masing
pihak beganii akan melakukan
sessatu bagi pibak lain.

Pikak  tecjamin  berjunji
akan  membayar wang  peemi,
pihak penjamin  beganji ke
membayar sejumiah uang (vang
#suransi) kepada pihak terjamin,
apzhila suntu peristiva tertentu
lerjadi.

Sifat Konsensual

Perscrajuan  asueansi arau
pertangungan  merupakan  suntu
perselupan yang bersifin
kensensual, yaitu sudsh dianggnp
terbentek  dengan  adanya  Kata
sepakat antara kedua belah pihak
(pasal 251 KUHD).

Sifat Perkumpulon

Jenis  nsueansi  yang
bersifin perkumpulan
(Verceninging } adalah asuransi
saling menjamin yang terbentuk
diantara parn  tefjamin  selaku
angEota.  Asuransi  seperti ind
discbutkan dalam pasal 286 Kicah
Undang-undang Hukum Dagang
(RUHD)  yang  menyarakan
bahwa asuransi itu kluk pads
perselujuznnya dan peraturannya.

Perkusnpulan asuransi
diatur dalam Pasal 1635, 1654
dan 1655 Kitad Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPer), yang
dopat  disimpulkan  bahwa
perkumpulan  asweansi  saling
menjamin merupakan  “Zadeliik
Lichaom™ yang #tinya nsuransi
dalam masyarakal dapat
Lertindak selaku arang dan dapal

mengadakan segala perhubungan

PP S P S —
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. Polis dan Premi di

hukum dengan orang lain secara
sah.

Perkumpulan asuransi
dapat bertindak kedalam dan
kelvar, yaitu kedalam jdapat
mengadakan persetujuan asuransi
dengan para anggota  selaku

terjamin, dan  keluar  dengan
perbuatan hukum lainnya,
persetujuan  ini takluk pada

ketentuan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD), baik
dengan anggota sendiri maupun
dengan orang lain.

. Sifat Pcrusahaan

Asuransi  yang mengatur
sifat perusahaan adalah asuransi
secara premi dimana diadakan
antara pihak penjamin dan pihak
terjamin, tanpa ikatan  hukum
diantara terjamin dengan orang
lain yang juga menjadi pihak
terjamin terhadap si penjamin,

Dalam  hal ini  pihak
penjamin biasanya bukan seorang
individu, melainkan suatu badan
yang bersifat perusahaan, yang
memperhitungkan  untung  rugi
dalam tindakannya.
dalam
Asuransi
a. Polis Asuransi

Suatu perjanjian asuransi
atau  pertanggungan  bersifat
konsensual ataw adanya
kesepakatan, harus dibuat secara
tertulis dalam suatu akta antara

pihak yang mengadakan
perjanjian. Pada akta yang dibuat
secara  tertulis ity dinaman

"polis", Jadi, polis adalah tanda
bukti perjanjian pertanggungan
yang merupakan bukti tertulis.
gabdul Kadir Muhammad 1999:
7

Pada perjanjian  asuransi
atau pertanggungan anlara para
pihak, seorang penanggung harus

34

menyerahkan  polis  kepada

tertanggung dalam jangka waktu

sebagai berikut

a. Bila perjanjian dibuat seketika

langsung antara
penanggung dan terlanggung
yang dikuasakan tertanggung,
maka polis yang telah
ditandatangani oleh
penanggung harus diserahkan
kepada  tertanggung  dalam
tempo 24 jam (pasal 259
KUHD).

b. Jika pertanggungan dilakukan
mulai  makelar  asuransi
(broker), maka pelis yang
telah  ditandatangani  olch
penanggung harus diserahkan
kepa a tertangung paling lama
dalam tempo 8 (delapan) hari
(pasal 260 KUHD).

- Fungsi  Umum
adalah :

a. Perjanjian
pertanggungan  (Contract Of
Indonesia)

b. Sebagai bukti jaminan

Polis,

dan penanggung
kepada tertanggung
untuk mengganti

krugian yang mungkin

dialami oleh tergugat

akibat peristiwa yang

tidak diduga

sebelumnya  dengan

prinsip

- Untuk
mengembalikan
tertanggung  kepada
kedudukannya
semula sebelum
mengalami
kerugian; atau

- Untuk
mengindarkan
tertanggung dari
kebangkrutan (Toial
Collapse)



¢. Bukti pembayaran
premi  asuransi  olch
lertanggung  kepada
penanggung  scbagai
balas jasa atas jaminan
penanggung,
- Isi  polis  pada
Umumnya dalam
Asuransi

Sesuai dengan peraturan
Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD), dengan pengecualian
terhadap asuransi atau
pertanggungan jiwa, terdapat 8
(delapan)  syarat  diantaranya
yaitu :

a. Hari  diwtupnya  perjanjian

pertanggur zan

b. Orang yang menutup
pertanggungan, atas namanya
sendini atau atas tanggungan
orang ketiga.

¢. Uraian yang jelas mengenai
benda  pertangungan  atau
obyek yang dijamin

d. Jumlah pertanggungan, untuk
mana diadakan jaminan (uang
asuransi)

¢, Bahaya-bahaya yang
ditanggung oleh penanggung

f. Saat mulai dan akhir tenggang
waktu, dalam mana didakan
Jaminan oleh penjamin.

€. Jumlah vang Premi yang harus
dibayar oleh si terjamin

h. Keterangan tambahan yang
perlu diketahui oleh penjamin
dan janji-janji khusus yang
diadakan oleh kedua belah
pihak.

b. Premi di dalam asuransi
Pengertian  premi  dalam
asuransi ataw pertanggungan
adalah kewajiban tertanggung,
dimana hasil dari kewajiban
tertanggung  akan  digunakan
olch penangung untuk

R —— L —

35

Fleno De Jure, Vol. 4, No. 5, Desember 2015
e — —

mengganti  kerugian  yang
diderita tertanggung.
Dalam UU No. 40
Tuhun 2014 Pasal 1 ayat 29
dijelaskan bahwa:
Premi  adalah  sejumlah
uang yang ditetapkan oleh
Perusahaan Asuransi atay
perusahaan reasuransi dan
disetujui oleh Pemegang
Polis untuk dibayarkan
berdasarkan perjanjian
Asuransi atau perjanjian
reasuransi, atau sejumlaly

uang yang  ditetapkan
berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-

undangan yang mendasari
program asuransi  wajib

untuk memperoleh
manfaat,

Premi biasanya

ditentukan dalam suatu

presentasc dari jumlah
pertanggungan, dimana dalam
presentase  menggambarkan
penilaian penanggung
terhadap resiko yang
ditanggungnya, penilaian
penanggung  berbeda-beda,
akan tetapi hal ini dipengaruhi
oleh hukum permintaan dan
penawaran,

Fungsi dari premi
merupakan harga pembelian
dari tanggungan yang waijib
diberikan  oleh penanggung
atau sebagai imbalan resiko
yang diperalihkan
pertanggungan dibuat, kecuali
pertanggungngan saling
menanggung, Sedangkan
mengenai pembayaran premi,
biasanya dibayar tunai pada
saat perjanjian pertanggungan
ditutup. Tetapi jika premi
diperjanjikan dengan anggaran

ol b oflsnm



\

makz preml  dibayar  pada
permufaan taptiap  waktu

angPeran,

3. Sabyck dan Obyek Asuransi

a. Subyek Asuransi

Dalam liap-tisp
persetjmn selalu ady 2 (dua)
macam subyek, witu Ji sau
pitak seorang olou badam hukum
mendapat taden kewajiban untuk
oesuzea, & dilim pihak ada
scorang atiu suatu badan hukum
yoeg  mendagat  hak  ates
pelaksanaan kewajiban ing, waka
dalam tiap-tizp persetujuan sclalu
ah  piak  berkewujiban  dan
pihak berbak. Dengan demikian,
pars  piak  dabin peranjian
pertanpeunpan yastu pasanggung
dan tertangpung,

Jadi berdassarkan Pasal 246

Kitab Usdang-Undang Hukum

Dagang. (KUHD) bisa

disimpulkan  bahwa  ody dua

piak  yang berperam  subagai
subyek asuransi, yaitu :

a. Pikak tectanggung, yailu pidak
yang mempunyai harta benda
yang dioncam bahays. P3ak
ini bermaksod untuk
mengalihkan resiko atas hata
bendanys, aus  peralitan
resiko tersehut pitak
fertanggung mempanyni
kewajiban  untuk  membayar
premi.

b. Pihak  penanggung,  yakni
plhak  yang mae mencrimad
resiko aras haeta benda orang
lain, dengan  suate  kontra
prestasi berupa promi, Dengan
demikian  apabila  1egodio
perstiva yang mengakibeckan
keinginan penmgangiah yang
memberi ganti ngi

b. Obyck Asuransi

Pasal 1
Undang-Undang

wigka 23
Usaha
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perasuransian Jisebutkan
bahwa Objek Asuransi adalzh
Jiwa  dan raga  eschatn
mausa,  tanggusg  jawzb
hukum, bends dan Jasa, seris
seeva  kepentingan  laéinnya
yang dapat hitang, rusak, rugi,
danatau barkurang niksinya.
Jadi ads 3 (iga) hal
dapat
{cbyck

yafu

yug
didipertanggungkan
asuransi), yaita

2. Risiko pribadi,
kehidopan dan kesehatan,

b, Hak milik 2225 benda

¢, Tanggung Jawab amu
kewajibsm yang harus dipikul
seseorang.

Obyek pestanggensgan
dikenzl pely  dengan  schutan
"Repentingan . Kepentimgan

merpakan unsur ules dalam
pemanggungan Pasal 250 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD} menychutkan  bavan
bila pada waktu perissggungan
scorang  tertamggung  tidak
mempunyai  Kepenlingan  alas
bend: yamg diperianggungkan,
penanggung tidak wajib memben
ganti rugi. Mengingal pentingnys
cbyek perianggungan  larsehut
makn tidik setinp kepenliogan
dapat  dipertanggunghan.  Agar
dapat diprtanggeegkan,
kepertingss  yang  dimaksed
harus memenuhi syanat tefentu,
Pasal 268 Kiab
Undang-Undung Hukum Dagang
(KUHD)  menyatakan,  babvwa
yang  dapat  menjedi  cbyek
asuenes) lnlah seea kepenlingan
yang: 5
& Dapat dinilsi deagan sgjumlsh
wing
h. Daopat disscam olch macam
rahaa



c, Tidok dikecualikan  olch
undang-undang

B. Amalisis Hukum dan Prosedur

Klaim Asuransi  Kendarnan
Bermaotor.

Dalam KUHD ads dua
cara pengaturan asuransi, yaitu
pengaturon yong bersifat umum
dan  yang  bersifat  khusus.
Pengaturan yang bersifat umum
lerdapat dalam Buke 1 Bab 9
Pasal ~ 246-286  KUHD  yang
berlaku  bagi  semun Jenis
asuransi, boik yang sudsh diaer
dalam  KUHD - maupan yang
diatur dalam KUHD. Pengaturan
asuransi dalam KUHD
migulamakan segi keperdataan
yang didasarkan pada perjanjian
anmars  testanggung  dengan
penanggung. Perjanjion tersebut
menimbulkan kewajiban dan hak
tertanggung  dan  penangeung
secara  timbal balik,  Sebagai
peganjian kKhusus, asuransi dibuat
secara tertulis dalam aktn yang
disebut polis asuransi. KUNHD
mengutamakan pengaturan
asuransi dari sepi keperdataan,
sedangkan  Undang-Undang No
40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian  mengutamakan
pengaturan  asuransi dari  sepi
bisnis dan publik administratif,
yang jikn dilanggar
mengakibatkan pengenaan saksi
pidana dan administratif,
Pengaturan  dari  segi  bisnis
artinya menjalankan
perasuransaan  harus  sesual
dengon atusan hukum
perasuransian  dan  perusahaan
yang berlaku, dari segi publik
administrasi artnya kepentingan
masyarakat  dan  negara tidak
boleh dirugikan, jika hal ini
dilanggar, maka pelanggaran
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tersebut dinncam dengan  sakej
pidana  dan  sasi  admingraif
sehagimana yang diatr dalam
Undang-undang Pcm.sumsinn,
selsin itu untuk mengimbang
kebijakan  ini, Pemerintaly
donfotsu Otoritas Jasa Keuangnn
melakukan upaya untuk
meadorong peningkatan
kspasitas asuransi dan reasurans;
dalam negeri. Undang-Undang
ini Juga mengharuskan
penyelenggaraan Program
Asuransi  Wajib, misalnya
asuransi tanggung jawab hukum
kepadn  pihak  ketipn  bagi
pengendara kendaraan bermotor,
secarn Kompetitif dan
memungkinkan pemberian
fasilitas fiskal kepada
pefscorangan,  rumah  tangga,
daniatau usaha mikre, kecil, dan
menengah  untuk  mendarong
peningkatan pemanfaatan
Asuransi atau Asuransi Syariah
dalam rangka pengelolaan risiko,
Pengaturan  Jebih  lanjut yang
diamanatkan Undang-Undang ini
kepada Otoritas Jasa Keuangan,
terutama dokem hal pengaturan
lini usoha dan produk Asuransi
dan  Asuransi  Syarinh  serta
pengstuman pengelalaan kekayaan
dan kewajiban  Perusahnan
Asuransi, Perusahaan  Asuransi
Syarigh, perusahuan reasuransi,

perusahaan reasuransi
syariah, skan menentukan besar
atlau  kecilnya  peran  inclustri
perasuransian tersebut,
Pengaturan  dalam  Undang-
Undlang ini juga mencerminkan
pethstian dan dukungan besar

bagi upaya pelindungan
konsumen  jasa  pemsurnnsian,
upaya  antisipasi  lingkuagan

perdagangan  jasa  yang  lebih
terbuka padn tingkat regional,



dan penyesunion terhadap praktik
terbaik (best practices) di tingkat
internasional untuk
penyclenggaraan,  pengaturan,
dan pengawasan indusiri
perasuransian.

Dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) No,
THPME.Q12007 khususnya
Pasal | ayat (2) : “Asuransi
Kendaraan  Bermotor  adalah
produk asuransi kerugian yang
melindungi  temtanggung  dari
resiko kerugian yang mungkin
timbul  sehubungan  dengan
kepemilikan  dan  pemakaian
kendaraan bermotor”.

Asuransi Kendaraan
Bermotor merupaka:. bagian dari
QSUMANSE umum yang menjamin
kerugian atau kerusakan pada
kendarman  bermotor  yang
dipertanggungkan terhadap
resiko tabrakan, perbuatan jahat
orang lain, pencurian, kebakaran
dan  =samboran petir, scsuai
dengan kondisi yang tercantum
dalam Polis Kendaraan
Bermotor Indonesia.  Secara
garis besar, jenis pertanggungan
Asuransi  Kendarasn  Bermotor
terbagi  menjadi 2 (dua) yaitu
dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

1. Comprehensive/All  Risk
(Kerugian Gabungan)
memberikan Jjaminan
terhadap:

a. Kerugian/kerusakan atas
kendaraan bermotor yang

diasuransikan karena
tabrakan, benturan,
tetbalik, tergelinclr  dari
Jalan,

b, Kerugian
kevangankerusakan
kendaraan bermotar
karena  perbuatan  jahat
oring-crang  terkecuali
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olch k:luam
sendiriforang yang bekerja
dengan tertanggung stau

membawa kendaraan
tersebut seizin
tertanggung atau
membawa Xendarsan
tersebut seizin
tertanggung,

C. Kebakaran yang
diskibatkan oleh npi yang
muncul  dari  dalam
maupun dari luar
Kendaraan.

d.  Pencurian, termasuk
pencurian yang dilakukan

dengan Kekerasan,
¢. Sambaran petir.
Total Loss Only (TLO)
menjomin kerugian
Kendaraan yang
diasuransikan  baik  karena
kecelakaan, kebakaran,

maupun  pencurian, dimana

kerugian tersebut memenuhi

salsh satu syarat berikut

a. Akibat
kecelakaonkebakaran,
dimana biaya
kerugion'kerusakan
mencapai 75% atau lebih
dari harga kendaraan.

b. Akibat pencurian, bila
dalam  batas wakiu 60
hari kendaraan tersebut
belum diketemukan.

c.  Resiko sendiri untuk
resiko kecelakaan (butir
1) dan pencurian (butir 2)
berlaku

d. jumizh yang tercantum
dalam polis.

Dalam Polis Stnndar
Kendaraan Bermotor
Indonesin  yang diterbitken
oleh  Dewan  Asuransi
Indonesin, pada umumnya
polis ini menjamin kerugian



atau  kerusakan kendaraan

bermotor yang disebabkan

antara lain oleh:

1. Tabrakan, benturan,

terbalik  tergelincir  atau

terperosok

2. Perbuatan jahat orang lain.

3. Pencurian  termasuk
pencurian yang didahului
atau  disertai  dengan
kekerasan atau ancaman

4, Kebakaran akibat

sambaran petir
5.Kerusakan selama

kendaraan dalam

penyeberanpan

menggunakan feri  yang

dikelola  oleh  Dirjen

Perhubungan Darat
6. Biaya Derek.
Polis asuransi  kendaraan
bermotor  juga  menjamin
risiko  tanggung  gugat
(tanggung  jawab  hukum
tertanggung  kepada  pihak
ketiga.) dimana pihak ketiga
mengalami  kerugian yang
secara langsung disebabkan
olech kendaraan bermotor
vang diasuransikan dengan
syarat  telah  mendapat
perselujuan  tertulis  dari
penangggung. Kerugian yang
diderita pihak ketiga dapat
berupa  kerusakan  harta
benda atau cedera badan atau
kematian. Termasuk pula
dalam risiko tanggung gugat
yang dijamin adalah biaya
perkara atau biaya bantuan
para ahli yang telah disetujui
lebih  dulu  oleh  pihak
asuransi, Sedangkan resiko
yang tidak dijamin
berdasarkan  Polis Standar
Kendaraan Bermotor
Indonesia  yang diterbitkan

eno De Jure, Vol. 4, No, 5, Desember 2015
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olech  Dewan  Asuransi

Indenesia antara lain:

I. Kehilangan keuntungan
sclama kendaraan tidak
dapat di gunakan akibat
kecelakaan

2. Kerugian akibat
penggelapan

3. Hilangnya atau rusaknya
peralatan tambahan atay
non standar yang tidak
disebutkan dalam ikhtisar
polis

4. Akibat perbuatan jahat
yang dilakukan oleh
tertanggung atau
keluarga tertanggung

5. Kendaraan  digunakan
untuk belajar mengemudi
atau  perlombaan atau
kamaval, atau tindak
kejahatan

- Kelebihan muatan

. Pengemudi tidak memiliki
SIM  atau  melanggar
peraturan lalu lintas

8. Barang muatan di dalam
kendaraan

9. Akibat bencana alam atau
perang dan sejenisnya.

Adapun prosedur pengajuan

klaim kendaraan bermotor

Jika terjadi kerugian akibat

kecelakaan atau kehilangan

1. Melapor kepada

penanggung dalam jangka
wakte maksimum 72 jam
setelah kejadian.
2.Tidak diperbolchkan
mengambil tindakan
apapun sebelum mendapat
persetujuan dari
Perusahaan Asuransi.

3. Menyiapkan dokumen-
dokumen yang diperlukan:
a, Nomor polis asuransi
b. Tempat kejadian
¢. Nama pemilik polis

-3
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d. Kerugian benda
¢, Merck kendaraan
f, Nomor polis kendaraan
jadinya kecelakaan
g Tanggal  kejadian
kerugian
Untuk dokumen-dokumen Klaim
yang diperlukan:
1. Mengisi formulir Klaim
(formulir dapat diminta)
3. Foto copy palis asuransi
4. Foto copy SIM dan STNK
5. Surat keterangan polisi
setempat (B.AP)
Untuk klaim  kendaraan  jika
kehilangan perlengkapan standard
/ non standart maupun kehilangan
kemderaan dan juga jika kendaraan
men_ilami  rusak  berat  ataw
menyangkut pihak ketiga, Khusus
klaim kehilangan kendaraan atau
Kerusakan tolal  dokumen yang
diperlukan adalah:
1. STNK asli
2. Kunci kontak kendaraan.
3. Surat keterangan  Kanit
Reserse Polda
4. BPKB asli dan faktur
5. Blanko  kwitansi  kosong
rangkap tiga
6. Pemblokiran STNK
Khusus klaim yang melibatkan
tonpgung jawsb hukum terhadap
phak  ketiga  (third  party
Liability). Jika  nasabah
mengalami  kecelakaan  yang
melibatkan kerugian pada pihak
ketiga (TPL) dan nasabah dituntut
untuk  mengganti - Kerugionnya,
maka nasabah harus melengkapi
dan  menycrahkan  dokumen-
dokumen sebagai berikut ;
1. Sural keterangan polisi sclempat
(Berita Acara Pemeriksaan)
2. Folo copy STNK dan SIM dari
pihak ketiga
3, Surat tuntutan dari pihak ketiga
yang dilandatangani diatas materai

4. Foto kerugian materi dasi pihak
ketiga.

Kontrak  yong  dituan,
dalam bentuk pol‘wgscbagai m
kontrak, maka ketentuan-ketentuan
yang dintur  didalamnya  tidak
haleh  merugikan  kepentingan
pemegang polis, Untuk
melindungi kepentingan
masyarakat luas, penetapan tingkat
premi harus tidak memberatkan
lertanggung, tidak  mengancam
kelangsungan usaha penanggung,
dan tidsk bersifat diskriminatif.

IIL Penutup

Pertanggungan  atau  asuransi
adalah suatu peganjian, dimana
penanggung menerima premi dari
pihak  tertanggung  scbagai
transaksi  ditutupaya  perjanjian
asuransi kendaraan bermoator pada
sualy peristiva yang tak tentu
terjadi.  Setiap  orang  yang
memiliki  kendaraan  bermaotor
baik roda dua atau lebily pasti
menghadapi resiko bahwa nilai
dari miliknya ite akan berkurang
baik karena hilangnya atau cacat
dan rusaknya kendarnan bermotor
atau scbab-sebab yang lainnya.
Resiko adalah kewajiban
menanggung  atau  memikul
kerugion scbagai akibat dari suatu
peristiva diluar  kesalohannya,
yang  menimpa kendarann
bermotor yang menjac
miliknya, Besamya resiko
tersehit dapat di ukur dengan
nilsi kendarsan yang terkena
bahayn dan hal ini fentu s3ja
merugikan  pemiliknya. Makn
makin besar kendarsan bermotor
yang dimiliki sescorang makin
besar pula resikonya menghadapi
hilang, rusok, atau tobrakan
dalam  kecelakaan, hal mi
merupakan suatu teknik asuransi



yang membutubXan penyelidikon
secarn ilmiah dengan
menggunakan  statik,  Besamya
premi diletapkan  secana
prosentase dari jumlah wang yang
dijamin dan dihitung sedemikian
rups, sehingga dengan
penerimaan premi ity penanggung
dapat meniperhitungkan dengan
kemampuannya enluk mengganti
kerugian kepads tertanggung bila
tertimpa suats kerugian.

Kendaln yang sering terjadi
poda asuransi seringkali  pihak
penanggung (perudahaan asuransi)
mempersulit  dalam pengajusn
klaim oleh lertanggung,  Makn
untuk ity diperlukan pengetahuan
yang lebih lanjut mengenai pola
kerjasama ini baik bagi calon
feranggung  msupun  penzsaliaan

asuransi, Dalam  rangka
pembinaan  dan pengawasan,
peraturan  pelakssnasn  yang

mencakup masalah  penyelesaian
Klaim, jiks terdapat itikod tidsk
baik  dar  pepanggung ks
letanggung  dopat  melaporkan
kepada  lembaga penpatur dan
Pegawasan yang dilakukan oleh
Otoritas Jasa Keuangan
sebopaimany yang diatur dalam
Pasal 1 onagka 35, Undang-
Undang  Peracuransian  bahwa
Caritas Jasa Kewnngan ndalsh
fembaga pengster dan pengawss
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sektor jasa keuangan, juga distyr
dalam  Pasal 57 (1) Undang.
Undang  Permsuransian  bahwa
Pengaturun  dan pengawasan
kegiatan  Usaha  Perasuransian
dilakukan  oleh  Otoritas  Jagg
Keuangan,
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